
 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  

 

PUTUSAN GUGUR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT  

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  

Nomor Register: …..  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Bawaslu Kota Mojokerto memeriksa dan memutus permohonan sebagai 

Pihak Terkait dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan pada 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor 

Register….. menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

 

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Mojokerto telah menerima 

permohonan Pihak Terkait pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilihan dengan Nomor Register dari:  

 

1.​ a.​ Nama 

b.​ Alamat 

c.​ Nomor KTP 

:​

:​

: 

................................................................  

................................................................  

................................................................   

   

2.​ a.​ Nama 

b.​ Alamat 

c.​ Nomor KTP 

: 

: 

: 

................................................................  

................................................................  

................................................................   

 

dengan permohonan sebagai Pihak Terkait tanggal ….., memberikan kuasa 

kepada ..... dan dicatat sebagai bagian dari penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilihan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 

dengan Nomor Register .….  

  



 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal … Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kot.  

 

Bahwa Bawaslu Kota Mojokerto terhadap permohonan Pihak Terkait pada 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor 

Register….., mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. …..  

2. Dst  

 

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto 

Peraturan Bawaslu Nomor … Tahun … tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  

 

Memutuskan:  

Permohonan Pihak Terkait Gugur  

 

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Mojokerto pada 

hari….. tanggal….. bulan.... tahun..... yang dihadiri oleh 1)….., 2)…..., 3)….. 

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Mojokerto dan dibacakan di 

hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari….. 

tanggal…..bulan..... tahun..... oleh 1)….., 2)….., 3)….. masing-masing 



sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Mojokerto dan dibantu oleh….. 

sebagai sekretaris. 

 

Atau 

 

Jika terdapat majelis pengganti  

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Mojokerto pada 

hari….. tanggal….. bulan.... tahun..... yang dihadiri oleh 1)….., 2)…..., 3)….. 

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Mojokerto dan dibacakan di 

hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari….. 

tanggal…..bulan..... tahun..... oleh 1)….., 2)….., 3)….. masing-masing 

sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Mojokerto dan dibantu oleh….. 

sebagai sekretaris. 

 

Majelis Adjudikasi 

Bawaslu Kota Mojokerto 

Anggota Majelis 

 

 

 

(nama jelas dan tanda 

tangan) 

Ketua  Majelis 

 

 

 

(nama jelas dan tanda 

tangan) 

Anggota Majelis 

 

 

 

(nama jelas dan tanda 

tangan) 

 

Sekretaris 

 

 

 

(nama jelas, NIP, dan tanda tangan) 

 

 


